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PUTUSAN
Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang

dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK : xxx, tempat/tanggal lahir, Padang/ 04 Juni 1957,

agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx.

Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik

email: xxxx Nomor HP. xxxx;, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK: xxx, tempat/tanggal lahir, Bukit Batu/ 05 Juli 1957,

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja,

tempat tinggal di xxxx; No. HP. xxxxx;, sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Agustus 2024

yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor

459/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 20 Agustus 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai

berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Bkt

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2001, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 635/20/XII/2001, tertanggal 29

Desember 2001;

2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik

talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut

diatas;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

Tergugat di Jl. Pemuda Laut GG. Mulia, RT/RW 003/000, Kelurahan

Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau

selama lebih kurang 1 minggu, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir

tinggal di rumah Penggugat di Surau Ladang Jorong Koto Marapak,

Kenagarian Lambah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam sampai

berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya

suami isteri, namun belum dikarunia anak;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 15 Oktober 2023

Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah Tergugat

di Jl. Pemuda Laut GG. Mulia, RT/RW 003/000, Kelurahan Pangkalan Sesai,

Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau dengan alasan

Tergugat sakit, dan Tergugat berjanji jika Tergugat sehat Tergugat akan

pulang ke rumah kediaman bersama, dan Penggugatpun mengizinkan

Tergugat, namun sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah lagi pulang,

dan sejak itu juga komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

lagi;

6. Bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2023 tersebut, antara Penggugat dengan

Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 10

bulan 4 hari lamanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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7. Bahwa kepergian Tergugat tersebut, berarti Tergugat telah melanggar

sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah menikah dahulu,

sebagaimana dalam buku nikah Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat

menderita lahir batin, Penggugat tidak sabar dan tidak ridha serta bersedia

membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada

Tergugat melalui Pengadilan Agama Bukittinggi untuk diserahkan kepada

Dirjen Bimas Islam;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon

kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.g. Majelis Hakim

Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan

Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu

rupiah);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)

Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk

tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun

tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena

Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan

dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara a quo terdaftar secara e-court dan sesuai

dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua

Majelis telah menetapkan Court Calender (Jadwal Persidangan secara

Elektronik) perkara a quo;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dengan Nomor

459/Pdt.G/2024/PA.Bkt dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud

dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat

didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah

hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 1472017112601201,

tanggal 31 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 635/20/XII/2001, tanggal 29 Desember

2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau, telah bermeterai cukup,

di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim,

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2

(dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. saksi, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Agam. Saksi mengaku

Tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah

menikah sekitar tahun 2001;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau sering

berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah Penggugat di Surau Ladang

Jorong Koto Marapak, Kenagarian Lambah, Kecamatan Ampek Angkek,

Kabupaten Agam sampai berpisah

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri,

dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat

dijemput oleh anak Tergugat untuk berobat ke Kota Dumai, namun

sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar;

Disclaimer
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- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak

pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Agam. Saksi adalah Anak

Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan ibu

saksi/Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah

menikah sekitar tahun 2001;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau sering

berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah Penggugat di Surau Ladang

Jorong Koto Marapak, Kenagarian Lambah, Kecamatan Ampek Angkek,

Kabupaten Agam sampai berpisah

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri,

dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Oktober 2024 rumah

tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena

Tergugat dijemput oleh anak Tergugat untuk berobat ke Kota Dumai,

namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai

sekarang karena Tergugat dalam keadaan tidak dapat beraktifitas

terbaring di tempat tidur;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar, namun antara anak bawaan Pengggugat dan anak

bawaan Tergugat tidak akur;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak

pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu

apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada

berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara

perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan

Pengadilan Agama (absolute competentie);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat telah ternyata

bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Agam yang

merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (relative

competentie);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang

dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan

ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa

Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang

sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai
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hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona

legal standing in judicio), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk

mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati

Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan

Court Calendar (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang

masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi

dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir,

maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139

Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang

berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu

Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap

sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara

resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason),

oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud

untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan

Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah

mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus

secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat

dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya

dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan

membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat,

sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan

karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan

Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan

menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar

keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat

bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena sejak tanggal 15 Oktober 2023,

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis

karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk pergi berobat,

namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama

dan tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat. Sejak saat itu antara

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah

berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan 4 hari dan pihak keluarga
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telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka

Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah

termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang

perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan

untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai

dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4

April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan

Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk

mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum

gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang

saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat

tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu

akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai

ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah

dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan

harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan

secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat

keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan

karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Penggugat, NIK

1472017112601201, tempat dan tanggal lahir, Padang, 04 Juni 1957, agama

Islam;
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Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis

berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik,

khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan

pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen

sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus

dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara

materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan

yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya

sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan

masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Desember 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan

Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka

Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga

dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang

saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat

sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua

orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai

dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah

sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg,. sehingga dengan demikian

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi

ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal

172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal

175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah
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memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat

Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan

kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 10 (sepuluh) bulan yang

lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun

tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi

mengetahui perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat yang

meninggalkan kediaman bersama serta tidak lagi menjalankan hak dan

kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 10 (sepuluh) bulan

lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun

hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui

secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan

Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan

Jurispridensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003

tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah

memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan

lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat P.1 dan

P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 29

Desember 2001 dan hingga kini belum dikaruniai anak;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat

yang pergi meninggalkam Penggugat untuk berobat, namun tidak pernah
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kembali lagi ke kediaman bersama dan tidak pula memberikan nafkah untuk

Penggugat;

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang

hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan

amanya,

 Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali

Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil

karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 29

Desember 2001 dan hingga kini belum dikaruniai anak;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti

dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat

sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 10 (sepuluh)

bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;

 Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali

Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil

karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan

Tergugat;

 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan

sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan

saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan

sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini

menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan
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keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan

Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini

antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam

kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan

pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan

adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat,

walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi

seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam

perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan

keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim

berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus

terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk

dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang

menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat

bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam

waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi

tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan

perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
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(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat

Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ليت ذلك فى إن ورحمة مودة بينكم إليهاوجعل ازواجالتسكنوا أنفسكم من لكم خلق ان أيته ومن

يتفكرون لقوم
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, nasehat Majelis

Hakim disetiap persidangan dan sikap Penggugat yang tetap untuk bercerai

dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut adalah sebagai

bentuk sikap tidak ridhanya Penggugat atas sikap Tergugat yang telah

melanggar janji Tergugat dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan

Tergugat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 34 ayat (1)

dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: suami

berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan jika suami

melalaikan kewajibannya tersebut istri dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat

terjadi dengan alasan “Suami melanggar taklik talak”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pula Majelis Hakim

berpendapat Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan setelah

akad nikah yaitu angka 2 dan 4 yaitu atau saya tidak memberi nafkah wajib

kepadanya tiga bulan lamanya dan membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya

6 (enam) bulan atau lebih;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik talak oleh Tergugat sesuai

dengan konsep janji berupa wa’ad yang tercantum dalam firman Allah SWT.

dalam surat al-Isra’ ayat 34 sebagai berikut :
لً مْسُئوو كْانْ الُعهُْدْ إَنن بَالُعهُْدَ وْأوُْفووا

Artinya: “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan

dimintakan pertanggungjawabannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum

Islam menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang

wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah

diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan doktrin

hukum dari Kitab Syarqawi a’la Tahrir yang selanjutnya Majelis Hakim jadikan

sebagai pendapat hukum yaitu, sebagai berikut:

اللفظ بمقتضى ممل بوجودها وقع بصفة القا ملق من

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat,

maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut,

sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah

dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim dan di persidangan Penggugat telah

membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka syarat

taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti

dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum

Islam, maka petitum angka 1, 2, dan 3 gugatan Penggugat patut untuk
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dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat

sebagaimana ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana

tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini

dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp374.000,00(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis

Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19

September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1446

Hijriah oleh Alimahaini, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Mardha
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Areta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 20

September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1446

Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang

sama dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Wisri, S.Ag.
Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.
Perincian Biaya Perkara:
1.

2.

3.

4.

PNBP

a. Pendaftaran Perkara

b. Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak

c. Redaksi

d. Relaas Penyampaian Putusan

Proses

Panggilan

Pemberitahuan Putusan

: Rp30.000,00

: Rp20.000,00

: Rp10.000,00

: Rp10.000,00

: Rp80.000,00

: Rp160.500,00

: Rp53.500,00
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5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp374.000,00

(tiga ratus tujuh puluh

empat ribu rupiah);
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